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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/\% /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

: a. bahwa dalam rangka mendukung akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional melalui
pengendalian tingkat inflasi tahun 2025 sebesar
2.5% plus minus 1, perlu dilakukan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi tingkat
daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Diktum
KEDUA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim
Pengendalian Inflasi Daerah, perlu dibentuk Tim .
Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir ‘
Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim
Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6806);
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Pesisir

: Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana

¢. melakukan upaya untuk memperkuat sistem

d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegitan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 1
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 1
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135 tentang 3
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perckonomien Sclaku Ketua Tim Pengendalian
Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi
Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Propinsi
dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Kabupaten/Kota;

1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-
8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Selatan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian i
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. ‘

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan pengumpulan data dan informasi
perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan
penting, barang lainnya, serta jasa di Kabupaten
Pesisir Selatan;

b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di tingkat
Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan
kebijakan pengendalian inflasi nasional dan
pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;

logistik di Kabupaten Pesisir Selatan;

Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Provinsi; dan/ atau
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e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangkn
penyelesaian  hambatan  dan permasalahan
pengendalian inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan,

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
IS Maret 2025
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(Staf pada Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sekretariat
Daerah);

21. Siska Ariani
(Staf pada Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam Sckretariat
Daerah);

22. Anggia Rahmadani Putri
(Staf pada Bagian Perekonomian dan

Sumber Daﬁa Alam Sekretariat

Daerah).
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